
BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan 

• Bahwa berdasarkan hasil penelitian di lapangan, secara empiris kawasan 

karst CAT Watuputih di Pegunungan Kendeng Utara adalah kawasan yang 

memiliki fungsi lindung. Hasil penelitian di lapangan menunjukan bahwa 

kawasan karst CAT Watuputih di Pegunungan Kendeng Utara memenuhi 

kriteria untuk ditetapkan sebagai Kawasan Lindung Geologi dan Kawasan 

Bentang Alam Karst. Agar daya dukung lingkungan tidak terlampaui, 

maka peruntukan ruang di kawasan karst CAT Watuputih di Pegunungan 

Kendeng Utara harus diarahkan menjadi peruntukan tunggal yakni 

sebagai kawasan lindung.  

• Bahwa kehidupan sebagian besar warga masyarakat yang tinggal di 

wilayah kawasan karst CAT Watuputih di Pegunungan Kendeng Utara 

sangat bergantung dari hasil produksi di sektor pertanian. Fungsi lindung 

kawasan karst CAT Watuputih di Pegunungan Kendeng Utara 

memberikan manfaat yang besar terhadap hasil produksi pertanian dan 

kehidupan warga masyarakat. Aktifitas penambangan batugamping akan 

mempengaruhi kualitas kehidupan warga masyarakat di sekitar kawasan 

karst CAT Watuputih di Pegunungan Kendeng Utara. 

• Bahwa dalam hal ini PT Semen Indonesia telah memiliki IUP namun 

belum melakukan kegiatan operasional penambangan batugamping. 

Secara hukum PT Semen Indonesia telah memenuhi kewajibanya dalam 

menyelesaikan perizinan dan berhak melakukan aktifitas penambangan 

batugamping. PT Semen Indonesia juga telah menginvestasikan uangnya  

(yang berasal dari APBN) dalam bentuk fisik yaitu dengan membangun 

pabrik pengolahan, conveyor belt, dan akses jalan. 
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B. Saran 

• Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dilakukan di 

Kawasan Karst CAT Watuputih Pegunungan Kendeng Utara Kabupaten 

Rembang, dapat disimpulkan bahwa kawasan tersebut memiliki fungsi 

lindung terhadap kawasan sekitarnya, sehingga untuk dapat menjaga 

fungsi lindungnya tidak boleh dilakukan kegiatan budidaya tambang 

batugamping. Kawasan Karst CAT Watuputih Pegunungan Kendeng Utara 

harus segera ditetapkan sebagai Kawasan Bentang Alam Karst sebagai 

bentuk perlindungan hukum yang utama.  

• Penyusunan kebijakan dan penerbitan izin yang berkaitan dengan 

kawasan karst harus melibatkan peran serta masyarakat, terutama warga 

masyarakat yang terkena dampak langsung. Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah harus berperan aktif dalam upaya perlindungan dan 

pengelolaan kawasan karst dengan cara melakukan inventarisasi potensi 

kawasan katst yang ada di indonesia secara menyeluruh, sehingga dapat 

memetakan dengan pasti fungsi kawasannya. Dengan demikian konflik 

pemanfaatan wilayah karst dapat diminimalisir dan dapat memberikan 

kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan. 

• Hak warga masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari kawasan karst 

sebagai sumber kehidupannya harus dijamin oleh Negara melalui 

Regulasi dan Kebijakan yang pro lingkungan dan pro masyarakat. Hak PT 

Semen Indonesia yang timbul dari proses perizinan juga perlu mendapat 

perlindungan hukum secara administratif maupun secara perdata untuk 

menjaga kepastian hukum dalam menjalankan aktifitas usaha di 

Indonesia.  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